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	Abstrak

Laporan kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan akuntansi lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan PSAP No. 1 Tahun 2010, Teori Hansen & Mowen (2009), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018. Jenis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian keuangan dan bagian Instansi Pengelolaan Limbah atau IPAL rumah sakit, kemudian untuk data kuatitatif diperoleh dari Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tahun anggaran 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yaitu dengan membandingan laporan akuntansi lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogir, dengan beberapa teori dan peraturan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyajian Laporan Keuangan antara PSAP NO. 1 dengan Penyajian Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri memiliki kesesuaian, kategori biaya lingkungan menurut Hansen & Mowen (2009) tidak memiliki kesesuain dengan kategori biaya lingkungan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
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Abstract

This qualitative report aims to determine the suitability of the environmental accounting report of dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Hospital with PSAP No. 1 of 2010, Hansen & Mowen Theory (2009), and Minister of Home Affairs Regulation No. 79 of 2018. The type of qualitative data was obtained from interviews with the finance department and the Waste Management Agency or IPAL section of the hospital, then for strong data obtained from the Financial Statements of dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Hospital for the 2020 fiscal year. The data collection methods used are interviews, and documentation. The analysis method is by comparing the environmental accounting report of rsud dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogir, with several related theories and regulations. The results of the study showed that the presentation of Financial Statements between PSAP NO. 1 and the Presentation of Financial Statements at dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Hospital had a suitability, the environmental cost category according to Hansen & Mowen (2009) did not have conformity with the environmental cost category at dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Hospital. Regulation of the Minister of Home Affairs NO. 79 of 2018 concerning Regional Public Service Agencies in accordance with those implemented by the RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
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PENDAHULUAN 
     Kini Indonesia sudah memasuki kondisi krisis lingkungan, krisis itu terjadi karena adanya pembuangan sampah ataupun limbah yang semakin hari selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, entah itu dari limbah rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan, limbah produksi atau pabrik ataupun dari limbah rumah tangga. Kita tahu sendiri bahwa pandemi yang melanda Indonesia menyebabkan rumah sakit menyumbangkan limbah terbanyak untuk dua tahun belakangan ini. Kondisi ini mengakibatkan adanya peningkatan volume limbah medis sekali pakai, seperti penggunaan masker, sarung tangan, dan hazmet yang akan selalu mengalami peningkatan sering dengan angka peningkatan Covid-19 di Indonesia.
     Menurut indeks data pada bulan Oktober 2020 yang sudah dipublikasi oleh Kementrian Kesehatan, tercatat bahwa total limbah mencapai 1.662,72 ton dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya masyarakat yang terpapar pandemi Covid-19 di Indonesia. Data di kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 13 November 2020 memperkirakaan bahwa kenaikan limbah rumah sakit naik 30-50 persen. Bagi rumah sakit yang sudah memiliki Insenerator akan lebih mudah dalam penagaan limbah rumah sakitnya, namun cukup disayangkan bahwa penyebaran alat ini tidak menyeluruh ke setiap rumah sakit di tanah air, hanya ada beberapa rumah sakit besar saja yang memilikinya, sedangkan beberapa rumah sakit yang lain harus menghubungi pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah limbah rumah sakitnya. 
     Kepala BRIN mengungkapkan bahwa fasilitas pembuangan limbah medis saat ini tidak merata di seluruh negeri, hanya 4,1% rumah sakit yang memiliki izin insinerator sehingga  hanya  20 operator pengolah limbah nasional di Indonesia yang aktif di sektor tersebut, dan yang terpenting hampir semuanya masih terkonsentrasi di pulau jawa sehingga persebarannya tidak merata. Hal tersebut menunjukkkan bahwa masih sangat rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah berkaitan dengan pengelolaan limbah. Tentunya kita tahu sendiri bahwa sampah medis akan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pandemi Covid-19.
     Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa aspek penting, antara lain perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan dan  terakhir penerapan undang-undang tersebut penegakan hukum. Dengan begitu maka diperlukan adanya standarisasi yang tepat dan jelas sebagai langkah utama manusia guna menjaga bumi dari berbagai macam jenis limbah yang berbahaya. Berdasarkan pernyataan Collin dan Poras (2004), memaparkan bahwa perusahaan yang mengedepankan tujuan utamanya hanya untuk pengoptimalan kekayaan pemegang saham dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut tidak bertahan dalam waktu yang lama. Standar utama dalam mendirikan sebuah perusahaan yaitu perlu adanya kerangka treble bottom argument yang mana lebih berorientasi pada people, earth, dan profit.
     Oleh karena itu diperlukan adanya akuntansi manajemen lingkungan untuk mengatasi berbagai permasalah diatas, berdasarkan sumber dari IFAC tahun 2005. Akuntansi manajemen lingkungan adalah proses pengelolaan kinerja lingkungan dan ekonomi organisasi melalui pengembangan dan penerapan sistem dan praktik akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pendefinisian Environmental Manajement Accounting (EMA) menurut United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD) dan International Federation of Accountants (IFAC) merupakan  sebuah manajemen kinerja keuangan dan lingkungan melalui sebuah implementasi sistem dan juga praktik akuntansi yang tepat dengan mengutamakan beberapa unsur penting di dalamnya, yaitu melakukan pengidentifikasian, pengumpulan, pengukuran, perhitungan, pengelompokkan dan penganalisisan terkait dengan informasi fisik dan moneter guna mendukung diambilnya  keputusan yang bersifat internal dan eksternal (Cahyandito, 2021). 
     Maka dari itu akuntansi tidak hanya mengutamakan laba atau profit, namun juga bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya Environmental Manajement Accounting (EMA), diharapkan perusahaan atau rumah sakit mampu memperhitungan dan mengkhususkan pengeluarannya untuk pengelolaan limbah. Sebab cepat atau lambat limbah yang berdampak buruk pada lingkungan pasti akan memberikan dampak buruk juga untuk manusia yang menempatinya. Ditemukan pada salah satu PSAK Nomer 33 revisi 2011 mengenai Pengelolahan Lingkungan Hidup (PLH) mendefinisikan bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam pertambangan di indonesia, yang melakukan aktivitas pengupasan tanah hampir setiap tahunnya. Dimana akuntansi pun memiliki peranan yang penting dalam upaya menjaga kondisi lingkungan sekitar. 
     RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bergerak dalam jasa layanan kesehatan. Dalam aktivitas operasional sehari-harinya RSUD menghasilkan bermacam-macam limbah, ada limbah domestik/umum, limbah medis, dan limbah B3 non medis. Hal ini tentu saja berdamapak pada lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal kebersihan lingkungan di sekitar rumah sakit. Akuntansi lingkungan diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya akuntansi lingkungan di rumah sakit, akan ada biaya yang harus ditanggung rumah sakit dan anggaran tambahan yang harus dibuat rumah sakit untuk pengelolaan limbah operasional
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan proses analisis. Jenis data kualitatif yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian keuangan dan bagian IPAL rumah sakit terkait dengan pelaksanaan pengelolaan limbah, dan akuntansi lingkungan. Kemudian data kuantitaif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan RSUD per anggaran 2020. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan bagian keuangan dan bagian IPAL RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, laporan keuangan akuntansi lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri pada tahun anggaran 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yaitu dengan membandingan laporan akuntansi lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogir, dengan beberapa teori dan peraturan terkait.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri merupakan rumah sakit pemerintah dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri diberdayakan oleh pemerintah untuk secara fleksibel mengelola keuangannya guna memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga  pihak RSUD dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 79 Tahum 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah tujuan dari BLUD berdasarkan pasal 2 ayat 1 yaitu “Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah”.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 79 Tahun 2018 Pasal 44 ayat 1-3, laporan keuangan disusun oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan terdiri atas: Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Catatan atas laporan keuangan. Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Identifikasi Biaya Lingkungan
Biaya lingkungan merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah kemungkinan penurunan kualitas lingkungan yang timbul karena adanya aktivitas operasional. RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, sebagai lembaga pelayanan jasa kesehatan tentunya dalam kegiatan operasional akan menghasilkan banyak limbah dan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian IPAL RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yaitu Ibu Semi, beliau mengatakan bahwa RSUD mengelompokkan hasil limbah operasional rumah sakit menjadi dua, yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat sendiri terdiri dari limbah umum atau domestik, limbah medis, dan limbah B3 non medis. Dan limbah cairnya meliputi limbah kamar mandi, limbah dapur, air untuk mencuci pakaian, dan limbah dari kegiatan operasional rumah sakit lainnya.
Pengakuan Biaya Lingkungan

Pengakuan mengacu pada beberapa transaksi yang tercatat maupun yang tidak tercatat, sehingga keduanya memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Pengakuan dilakukan dengan mencatat sejumlah uang tertentu dalam pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian IPAL RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yaitu Ibu Semi, beliau memaparkan dalam pengelolaan limbahnya RSUD mengelola sendiri dan bekerja sama dengan pihak ketiga berkaitan dengan limbah B3 Medis. Jalinan kerja sama tersebut dimulai sejak 2 Januari 2020 oleh Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dr. Setyarini M.Kes dengan pihak ketiga PT Arah Environmental Indonesia. Dalam perjanjian tersebut memaparkan mengenai kontrak perjanjian, biaya jasa limbah B3 Medis per kilogramnya, dan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Dari dinas pembayaran dilakukan setiao bulan, melalui proses rekap keseluruhan jumlah, lalu permberkasan SPJ yang sudah ditanda tangani oleh petugas terkait baru diajukan ke pihak keuangan, apabila sudah disetujui oleh pihak keuangan maka pembayaran akan masuk ke rekening pihak ketiga.
Pengukuran Biaya Lingkungan

Pengukuran yang dilakukan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dalam mengukur biaya lingkungan menggunakan satuan rupiah, sebagai mana yang telah dianggarakan pada anggaran belanja sesuai dengan pengajuan pada pengelola limbah (IPAL) dan BLUD. Besarnya nilai rupiah yang dikeluarkan dapat dilihat dari uang yang dikeluarakan pada saat terjadinya transaski maupun yang telah dianggarana sebelumnya.
Penyajian Biaya Lingkungan

Penyajian mengacu pada bagaimana informasi biaya disajikan dalam laporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri merupakan instansi pemerintah dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki aturan pelaporan keuangan tersendiri. RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tidak memiliki akun khusus untuk biaya pengelolaan limbah, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri mengeluarkan biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah pada biaya pemeliharaan dan mengalokasikannya pada anggaran belanja.
Pembahasan

Kesesuaian Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat langsung laporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri maka dapat diperbandingkan dengan PSAP No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Berikut tabel perbandingannya:
Tabel 1. Kesesuaian Laporan Keuangan RSUD dengan PSAP No. 1

	PSAP No. 1 Tahun 2010
	Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri
	Keterangan

	Tanggung jawab penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan berada ditangan pimpinan
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan tanggng jawab sepenuhnya berada ditangan pimpinan
	Sesuai

	Komponen laporan keuangan terdiri dari:

· Laporan Realisasi Anggaran

· Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

· Neraca

· Laporan Operasional

· Laporan Arus Kas

· Laporan Perubahan Ekuitas

· Catatan atas Laporan Keuangan
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri dalam menyusun laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

· Laporan Realisasi Anggaran

· Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

· Neraca

· Laporan Operasional

· Laporan Arus Kas

· Laporan Perubahan Ekuitas

· Catatan atas Laporan Keuangan


	Sesuai

	Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dalam dokumen terbitan yang sama
	Sesuai

	Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri selama menjadi Badan Layanan Umum Masyarakat (BLUD) menyajikan laporan keuangan enam bulan sekali, tetapi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali
	Sesuai


Berdasarkan tabel 4.1 perbandingan diatas RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri sebagai instansi layanan kesehatan dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 pada Bab XIV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 100 Ayat 1 menyatakan bahwa, "Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan” hal tersebut relevan dengan PSAP No. 1 terkait dengan tanggung jawab pelaporan dan periode pelaporan. 

Pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 pada Pasal 99 Ayat 2 menyatakan terkait “Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan”, dapat dilihat bahwa Permendagri tersebut juga memaparkan hal yang sama dengan PSAP No. 1 mengenai komponen dalam pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan antara penyajian pelaporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan memiliki kesamaan dalam hal penyajian laporan keuangan.

Kesesuaian Biaya Lingkungan Menurut Hansen dan Mowen (2009) dengan Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri 

Tabel 2 menunjukkan kesesuaian kategori biaya lingkungan Hansen dan Mowen dengan biaya yang dikeluarkan di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.
Tabel 2. Kesesuaian Laporan Kauangan RSUD dengan Teori Hansen dan Mowen (2009)

	Biaya Lingkungan Menurut Hansen & Mowen
	Biaya Lingkungan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri
	Keterangan

	Biaya Pencegahan:

Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah timbulnya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan
	Biaya Pencegahan:

· Belanja pemeliharaan alat transportasi

· Belanja bahan bakar

· Belanja perizinan dan legalisasi

· Belanja kalibrasi alat medik

· Belanja pemeliharaan alat kedokteran

· Belanja pemeliharaan CT Scan

· Belanja pemeliharaan mebelair

· Belanja pemeliharaan alat kantor & rumah tangga

· Belanja pemeliharaan gedung

· Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor

· Belanja pemeliharaan taman RSUD 

· Belanja pemeliharaan drainase

· Belanja pemeliharaan instalasi

· Belanja pemeliharaan IPAL
	Sesuai

	Biaya Deteksi:

Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain dalam suatu perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
	Biaya Deteksi:

-
	Tidak Sesuai

	Biaya Kegagalan Internal:

Biaya yang dikeluarkan karena adanya limbah dan sampah dari produksi tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar
	Biaya Kegagalan Internal:

-
	Tidak Sesuai

	Biaya Kegagalan Eksternal:

Biaya yang dikeluarkan karena adanya aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah dan sampah ke lingkungan luar
	Biaya Kegagalan Eksternal:

-
	Tidak Sesuai


Berdasarkan tabel 2 perbandingan diatas terlihat bahwa biaya lingkungan tahun 2020 di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri menurut teori Hansen dan Mowen masih menunjukkan ketidaksesuaian, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri mengeluarkan biaya pemeliharaan BLUD yang dalam hal ini masuk dalam biaya pencegahan menurut teori Hansen dan Mowen, yang terdiri dari belanja pemeliharaan alat transportasi, belanja bahan bakar, belanja perizinan dan legalisasi, belanja kalibrasi alat medic, belanja pemeliharaan alat kedokteran, belanja pemeliharaan CT Scan, belanja pemeliharaan mebelair, belanja pemeliharaan alat kantor & rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung, belanja pemeliharaan perlengkapan kantor, belanja pemeliharaan taman RSUD, belanja pemeliharaan drainase, belanja pemeliharaan instalasi, belanja pemeliharaan IPAL. Kemudian untuk biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tidak mengelompokkan secara terperinci, karena semuanya masuk dalam satu anggaran yaitu anggaran pemeliharaan BLUD. Berikut ini tabel anggaran untuk biaya pemeliharaan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.

Tabel 3. Laporan Realisasi Biaya Pemeliharan RSUD

	Keterangan
	Biaya Pemeliharaan

(Rp)

	Belanja pemel. alat transportasi
	140.000.000

	Belanja bahan bakar
	350.000.000

	Belanja perizinan dan legalisasi
	105.000.000

	Belanja kalibrasi alat medic
	200.000.000

	Belanja pemeliharaan alat kedokteran
	455.000.000

	Belanja pemeliharaan CT Scan
	1.800.000.000

	Belanja pemeliharaan mebelair
	100.000.000

	Belanja pemel.  alat kantor & rumah tangga
	65.000.000

	Belanja pemeliharaan gedung
	820.000.000

	Belanja pemel. perlengkapan kantor
	-

	Belanja pemel. perlengkapan Gd. RS
	185.000.000

	Belanja pemeliharaan taman RSUD 
	100.000.000

	Belanja pemeliharaan drainase
	-

	Belanja pemeliharaan instalasi
	250.000.000

	Belanja pemeliharaan IPAL
	300.000.000

	Total Realisasi Belanja
	4.347.594.268

	Total Anggaran 
	4.870.000000

	Sisa Anggaran
	522.405.732


Dari tabel 3 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tetap menganggarkan belanja untuk biaya lingkungan seperti belanja pemeliharaan drainase, belanja pemeliharaan instalasi, dan belanja pemeliharaan IPAL hanya saja karena RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri masuk ke dalam Badan Layanan Umum Daerah maka dalam penyusunannya mengacu pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 yang mana pengalokasian biaya lingkungan dianggarkan pada anggaran belanja sesuai dengan pengajuan pada pengelolaan limbah (IPAL) dan BLUD.
Kesesuaian Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat langsung laporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri maka laporan keuangan tersebut dapat diberbandingkan dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018. Berikut tabel perbandingannya:
Tabel 4. Kesesuain Laporan Keuangan RSUD dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018

	Permendagri No. 79 Tahun 2018
	Laporan Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri
	Keterangan

	Pasal 50

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

· Pendapatan BLUD

· Belanja BLUD

· Pembiayan BLUD
	RSUD dalam struktur anggarannya terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD. Biaya pengelolaan limbah masuk dalam biaya pemeliharaan yang dialokasikan pada anggaran belanja
	Sesuai

	Pasal 70 ayat 1-2

Untuk pengelolaan kas BLUD pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekening kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
	Hal ini relevan dengan hasil wawancara dengan bagian keuangan yang menyatakan bahwa uang atau anggaran dari daerah langsung masuk ke rekening rumah sakit.
	Sesuai

	Pasal 90 ayat 1-3

BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerjasama dilakukan secara efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan, baik dalam bentuk finansial dan/atau nonfinansial
	Dalam hal ini RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dalam hal pengelolaan limbah bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT Arah Environmental Indonesia dalam hal pembuangan limbah B3 Medis, yang dilakukan pengangkutan seminggu empat kali.
	Sesuai

	Pasal 91 ayat 7

Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian.
	Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan PT Arah Environmental Indonesia dimulai tanggal 2 Januari 2020, dengan bukti surat perjanjian ada di halaman lampiran.
	Sesuai

	Pasal 99 ayat 2

Komponen laporan keuangan terdiri dari:

· Laporan Realisasi Anggaran

· Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

· Neraca

· Laporan Operasional

· Laporan Arus Kas

· Laporan Perubahan Ekuitas
· Catatan atas Laporan Keuangan
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri dalam menyusun laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

· Laporan Realisasi Anggaran

· Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

· Neraca

· Laporan Operasional

· Laporan Arus Kas

· Laporan Perubahan Ekuitas

· Catatan atas Laporan Keuangan
	Sesuai

	Pasal 100 ayat 1

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan
	RSUD dr. Soediran Mangun Sumarno Wonogiri selama menjadi Badan Layanan Umum Masyarakat (BLUD) menyajikan laporan keuangan enam bulan sekali, tetapi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali.
	Sesuai


Berdasakan tabel 4 kesesuian diatas antara peraturan dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 dengan laporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dinyatakan sesuai. Sebab pada bagian keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri memang menjadikan Permendagri No. 79 Tahun 2018 sebagai patokan dalam pengerjaan laporan keuangan. Hal tersebut disebapkan karena dengan status rumah sakit yang BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, memang wajib untuk menjadikan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai landasan dalam penyusunan lpaoran keuangannya.
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan memiliki kesesuaian dengan penyajian laporan keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri. Kategori biaya lingkungan yang ditetapkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tidak memiliki kesesuaian dengan teori Hansen dan Mowen (2009), hal ini disebabkan karena dari empat kategori biaya lingkungan yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal hanya biaya pencegahan yang memiliki kesesuaian. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2018 mengenai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya yang mengacu pada peraturan tersebut, karena pada dasarnya RSUD sebagai rumah sakit dengan status BLUD memang seharusnya sejalan dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Saran yang dapat diberikan yaitu, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dapat mengidentifikasi secara jelas biaya lingkungan dalam laporan keuangannya, sehingga dapat memberikan informasi tentang pengendalian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab pihak rumah sakit pada lingkungan sekitarnya. RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso dalam penyusunan laporan keuangan diklasifikasikan berdasarkan teori Hansen dan Mowen (2009), yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.

RSUD diharapkan menyediakan akun sendiri biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangannya. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui biaya pengelolaan limbah rumah sakit, yang menunjukkan bahwa rumah sakit mengelola limbahnya dengan baik, yang ditujukkan dengan adanya biaya pengelolaan limbah.
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